
 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

NOMOR 2 TAHUN 2023   

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BOGOR, 

 

Menimbang   :  a .  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan 
bencana di daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah; 

 c. bahwa berkenaan dengan perkembangan peraturan 
perundang-undangan dan evaluasi pelaksanaan urusan 
pemerintahan, struktur organisasi dan/atau pembagian tugas 

dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan 
penataan; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk  
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 
 

Mengingat     :  1. Pasal 18  ayat (6)  Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

 

 

2. Undang-Undang… 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
103); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten  Bogor  Nomor  3 Tahun  2003  
tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten  Bogor Tahun 2003 Nomor 127); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2); 

 

9. Peraturan… 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor  Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor  Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bogor  Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 112); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

dan  

BUPATI BOGOR 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2020 Nomor 2) diubah sebagai berikut:  

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambah 1 (satu) angka, yakni 

angka 6, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

       Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah 

dengan susunan sebagai berikut: 

a.  Sekretariat Daerah Tipe A yang merupakan unsur staf dan 

mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan 
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; 

b.  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Tipe A yang 
merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian 

dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan 
Rakyat  Daerah  dan  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  

 

 

administrasi… 
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    administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas  dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga 
ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan 

kebutuhan; 

c.  Inspektorat Tipe A yang merupakan unsur pengawas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai 

tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan oleh Perangkat Daerah; 

d.  Dinas Daerah, terdiri dari: 

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pendidikan; 

2. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah 
raga; 

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
kebudayaan dan bidang pariwisata; 

4. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan; 

5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang sosial; 

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan 

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang penanaman modal dan bidang energi sumber 
daya mineral; 

10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
koperasi, usaha kecil dan menengah; 

11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perdagangan dan bidang perindustrian; 

12. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang 

transmigrasi; 

 

 

                                                     13. Dinas… 
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13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
komunikasi dan informatika, bidang persandian dan 

bidang statistik; 

14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perumahan dan kawasan 
pemukiman dan bidang pertanahan; 

15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pekerjaan umum dan penataan ruang; 

16. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah 
daratan; 

17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pangan; 

18. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pertanian; 

19. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
kelautan dan perikanan serta urusan pemerintahan 

bidang pertanian aspek perternakan; 

20. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan 
bidang kehutanan; 

21. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang 
perpustakaan;  

22. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang ketentraman dan 
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub 

urusan ketentraman dan ketertiban umum; 

23. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub 

urusan kebakaran. 

e.  Badan Daerah terdiri dari: 

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A 
melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 

3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe A 
melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 

4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi 

penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian 
dan pengembangan; 

 

 

5. Badan… 
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5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang kesatuan  bangsa  dan 
politik;  

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A 
melaksanakan sub urusan bencana. 

2. Pasal 10 dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 17 huruf q diubah, sehingga Pasal 17 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 
tentang   Susunan   dan   Kedudukan   Organisasi   
Perangkat Daerah (Lembaran  Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2008 Nomor 9); 
b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 
12); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 
24); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 
25); 

f. Bab III Kedudukan, Tugas, dan Tata Kerja dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 39); 

g. Peraturan Daerah  Kabupaten Bogor  Nomor  3 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps 
Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bogor (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 43); 

h. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  9  Tahun  

2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9); 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 

2010 tentang pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2010 Nomor 10); 

j. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor  7  Tahun  
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 7); 

 

 

k. Peraturan… 
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k. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2011 Nomor 8); 

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat 
dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  (Lembaran  
Daerah  Kabupaten  Bogor  Tahun  2011 Nomor 21); 

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong  Praja  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  
Bogor  Tahun 2011 Nomor 22); 

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun    2012 

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13); 

o. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan (Lembaran  Daerah  Kabupaten 
Bogor Tahun 2012 Nomor 14); 

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 
tentang  Pembentukan Badan  Penanaman  Modal  dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 1); dan 

q. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 42) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2). 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

Pengisian jabatan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan peraturan 
daerah ini dilakukan setelah diundangkannya Peraturan 

Bupati yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan 
tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

 

   Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 
 

Agar… 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor. 
 
 

Ditetapkan di Cibinong 

pada tanggal  27 Juni 2023 

      Plt. BUPATI BOGOR, 
 

ttd. 

 

IWAN SETIAWAN 

 

Diundangkan di Cibinong 

pada tanggal  27 Juni 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 
 

ttd. 
 

BURHANUDIN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023 

NOMOR 2 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

PROVINSI JAWA BARAT : (2/96/2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 
 
 

HERISON 



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

NOMOR 2 TAHUN 2023 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

 

I. UMUM 

Kabupaten Bogor termasuk daerah rawan bencana, terutama yang 

diakibatkan oleh fenomena alam. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis 

Kabupaten Bogor yang memiliki dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan 

dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, pelapukan 

batuan yang relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman 

curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh 

material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi. Oleh karena 

itu, ada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor yang rawan tanah longsor. 

Tingginya curah hujan merupakan faktor penyebab meluapnya sungai yang 

melintasi Kabupaten Bogor dan menjadi penyebab utama terjadinya banjir 

bandang, angin puting beliung termasuk bencana yang kerap menimpa 

Kabupaten Bogor.  

Guna menangani urusan yang berkaitan dengan kebencanaan di wilayah 

Kabupaten Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana. Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk 

Peraturan Daerah Nomor  2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor  

2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.  

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah merubah secara signifikan 

pengaturan mengenai kelembagaan perangkat daerah, dimana pengaturan 

tentang kedudukan, struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi serta tata 

kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan hal tersebut belum 

diimplementasikan terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1         

Tahun  2019  tentang  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana sebagaimana  

 

 

telah… 
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telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2019 Tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa “Untuk melaksanakan tugas 

penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota 

dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut 

BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. 

Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan 

perkembangan peraturan perundang-undangan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

 Pasal I 

             Cukup Jelas 

 Pasal II 

             Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 119 

 

 

 


